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4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3465); 

Mengingat 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Denpasar Tahun Anggaran 2015 ; 

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 
2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor ) ; 

Menimbang 

WALIKOTA DENPASAR, 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR 

TAHUN ANGGARAN 2015 

TENT ANG 

NOMOR 28 TAHUN 2015 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 

WALIKOTA DENPASAR 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemeintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4027); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421) ; 
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5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Penambahan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

17. Pera tu ran Pemerintah Norn or 56 Tahun 2005 tentang Si stern 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Badan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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31. Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 
(Lembaran Daerah Kata Denpasar Tahun 2014 Nomor 10), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata 
Denpasar Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kata Denpasar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kata Denpasar Tahun 2015 
(Lembaran Daerah Kata Denpasar Tahun 2014 Nomor 10); 

30. Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum 
(Lembaran Daerah Kata Denpasar Tahun 2013 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kata Denpasar Nomor 5); 

29. Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang 
Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kata Denpasar 
Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kata 
Denpasar Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kata Denpasar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kata Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 
tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank 
Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Kata Denpasar 
Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kata 
Denpasar Nomor 9); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 680) ; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana 
telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah ; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 



b. Pengeluaran 

Rp. 281.934.471.555,61 

Rp. 100.000.000.000,00 
Rp 181.934.471.555,61 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1). Semula 
2). Bertambah/Berkurang 
Jumlah Penerimaan 
setelah Perubahan 

Rp. (214.951.518.760,61) Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 

Rp. l.760.606.869.553,03 
Rp. 274.596.249.453,42 
Rp. 2.035.203.119.006,45 

2. Selanja 
a. Semula 
b. Bertambah/Berkurang 

Jumlah belanja setelah Perubahan 

Rp. 1. 725.426.452.268,03 
Rp. 94.825.147.977,81 
Rp. l.820.251.600.245,84 

1. Pendapatan 
a. Semula 
b. Sertambah/Berkurang 
Jumlah Pendapatan 
setelah Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
semula berjumlah Rp.l.760.606.869.553,03 bertambah sejumlah 
Rp.274.596.249.453,42 sehingga menjadi Rp.2.035.203.119.006,45 
dengan rincian sebagai berikut : 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Seberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 59 
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja 
Daerah Kata Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Serita Daerah Kata 
Denpasar Tahun 2014 Nomor 59) diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN 
WALIKOTA DENPASAR NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG 
PENJASARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN SELANJA DAERAH KOTA 
DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2015. 

MEMUTUSKAN 

33. Peraturan Walikata Denpasar Namor 59 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Kata 
Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Serita Daerah Kota Denpasar 
Tahun 2014 Nomor 59); 

32. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Selanja Daerah Kata Denpasar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 
Daerah Kata Denpasar Tahun 2015 Nornor 4); 
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Menetapkan 



SERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 28 

SEKRITAR!Jj/ ~ DENPASAR, 

RAI ISWARA 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 7 September 2015 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 7 ptember 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kata Denpasar. 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran 
yang merupakan Sagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

Pasal 2 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp.0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.214.951.518.760,61 

66.982.952. 795,00 Rp. 

64.819.582.715,00 
2.163.370.080,00 

Rp. 
Rp. 

1). Semula 
2). Sertambah/Serkurang 
Jumlah Pengeluaran 
setelah Perubahan 
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